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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) 

Penyusunan Dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) 

Tahun Anggaran 2023 didasarkan pada Dokumen Perubahan Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2023 yang telah disusun 

sebelumnya. Program dan kegiatan yang tertuang di dalam APBD Tahun 

Anggaran 2023 dalam penyusunannya mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 7 

tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026.  

Perubahan APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2023 

berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2022 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2023 

dan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 20 tahun 2023 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023. 

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 

Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,  

perubahan APBD dilaksanakan apabila terjadi: 

a.  Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; 

b.  Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar 

organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub 

kegiatan dan antar jenis belanja; 

c. Keadaan yang menyebabkan SilLPA tahun anggaran sebelumnya harus 

digunakan dalam tahun anggaran berjalan; 

d.  Keadaan darurat; dan/atau 

e.  Keadaan luar biasa. 

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD 

Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2023 dan perkembangan yang tidak 

sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten 
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Musi Rawas Tahun 2023, meliputi perubahan asumsi makro ekonomi yang telah 

disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil 

yang harus dicapai, perubahan kebijakan pusat, proyeksi belanja yang menjadi 

prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang, 

maka harus dilakukan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Daerah 

sesuai dengan peraturan perundang undangan.  

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dilakukan 

secara menyeluruh guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam 

pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan 

asumsi makro (penyeseuaian sasaran dan hasil yang dicapai, perubahan 

kebijakan pusat, proyeksi yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan 

permasalahan actual yang berkembang) yang berimbas pada struktur APBD 

Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2023, maupun untuk menampung 

tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Kabupaten Musi 

Rawas Tahun Anggaran 2023. 

 

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA 

Adapun tujuan dilakukannya penyusunan Perubahan Kebijakan Umum 

APBD (KUA) Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai 

berikut: 

1. Memberikan pedoman umum atas perubahan asumsi-asumsi Kebijakan 
Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2023; 

2. Menyesuaikan perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, 
Pendapatan Transfer, dan Lain-lain pendapatan Daerah yang sah; 

3. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu 
(SILPA) audited; 

4. Melakukan perubahan kebijakan pengganggaran terkait dinamika 
permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan 
secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah; 



 
 
 
 
 

Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2023  3 
 
 
 
 
 

5. Melakukan penajaman prioritas kegiatan melalui pergeseran anggaran, 
penambahan alokasi anggaran dan penjadwalan ulang beberapa kegiatan 
dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023; 

6. Melakukan penyesuaian penempatan kode rekening sesuai ketentuan yang 
berlaku; 

7. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, melalui penambahan, 
pengurangan, dan pergeseran anggaran, baik antar unit organisasi, antar 
kegiatan maupun antar jenis belanja; 

8. Memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran / SiLPA Tahun Anggaran 
2022 dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2023; 

9. Sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Musi Rawas sesuai 
yang telah digariskan dalam RPJMD Tahun 2021–2026 dengan efektif dan 
efisien, serta terintegrasi dalam keterpaduan dan sinkronisasi antara 
kebijakan pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah; 

10. Sebagai Pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon 
Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten 
Musi Rawas Tahun Anggaran 2023. 

 

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA 

Dasar penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 

Anggaran 2023 adalah: 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan 

Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4421); 

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4); 

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  28 Tahun 2022 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208);  

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
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Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum; 

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Negara RI Nomor 4576) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 

Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5155); 

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  40 Tahun 2006 tentang 

Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6402); 
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16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4817); 

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73); 

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang 

Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka 

Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi 

Corona Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 tentang 

tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka 

Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi 

Corona Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6542); 
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21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang 

Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 57); 

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.02/2013 tentang Tata Cara 

Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan 

Kesehatan Penerima Penghasilan Dari Pemerintah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.07/2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

205/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan 

Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima 

Penghasilan Dari Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 1419); 

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk 

Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan 

Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 

2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik 

Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 81); 

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, 

Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1558); 



 
 
 
 
 

Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2023  8 
 
 
 
 
 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala 

Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 

28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.07/2021 tentang Dukungan 

Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagi Pengelolaan 

Sampah di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

231); 

29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan 

Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan 

Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 193); 

30. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / kepala BAPENAS 

No 4 tahun 2022 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023; 

31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya 

Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 494); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2023; 

33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan 

Dana Insentif Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

1173); 
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34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2022 tentang Peta 

Kapasitas Fiskal Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 1277; 

35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.07/2022 tentang Batas 

Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan 

Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1278); 

36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan 

Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295); 

37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan 

Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 1319); 

38. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 266 Tahun 2023 

Tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 

2023; 

39. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 181/KPTS/BPKAD/2023 

Tentang Penetapan Alokasi Definitif, Realisasi dan Utang Dana Bagi Hasil 

Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Pemerintah Kabupaten 

/Kota Se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022; 

40. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 140/KPTS/BPKAD/2023 

tentang Penetapan Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus 

Kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas pada APBD Provinsi Sumatera 

Selatan Tahun Anggaran 2023; 

41. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 254/KPTS/BPKAD/2023 

Tentang Rincian Alokasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Untuk 

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota Se-Sumatera 

Selatan Tahun Anggaran 2023; 

42. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 258/KPTS/BPKAD /2023 

tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada 
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Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 

2023; 

43. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 533/KPTS/BPKAD/2023 

tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 

390/KPTS/BPKAD/2023 Tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan 

Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Musi Raawas Pada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan 

Tahun Anggaran 202;  

44. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2010 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi 

Rawas Tahun 2005-2025; 

45. Peraturan Daerah  Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-

2026; 

46. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Musi Rawas tahun 2023; 

47. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 11 Tahun 2021 tentang 

Daftar Kewenangan Lokal Berskala Desa. 

  


